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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG
HUBUNGAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

enimbang :

bahwa sebaga Negara Kesatuan Republik Indonesa yang merdeka dan  berdaulat,
peaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan dega  sding
menghormati  sding menguntungkan, dan sding tidek mencampuri urusan ddam negeri
masing-masing seperti yang tersrat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa sesua dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sdah satu tujuan Pemerintah
Negara Kesastuan Republik Indonesia addah ikut meaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosd;

bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagamana dimeksud pada petimbangan huruf b,
Pemerintah Negara Kesastuan Republik Indonesa sdama ini tdah meaksanakan hubungan
luar negeri dengan berbagai negara dan organisad regiona maupun internasond,;

bahwa pedaksanaan kegiagtan hubungan luar negeri bak regiond maupun internasiond,
meldui forum bilatera aau multilaterd diabdikan pada kepentingan nasona berdasarkan
pringp politik luar negeri yang bebas akiif;

bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar pringp politik luar negeri
sebagamana  dimeksud pada pertimbangan huruf  d  dapat tetegp terjaga, maka
penydenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeduruh dan terpadu daam
Suatu Undang-undang;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ddam huruf a b, ¢, d dan e perlu dibentuk
Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.

Mengingat :

1.
2.

Pasal 5 ayat (1), Pasa 11, Pasal 13, dan Pasdl 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesshan Konvens Wina mengena
Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengena Ha  Memperoleh
Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the
Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationalily), 1961
dan Pengesshan Konvens mengena Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionanya
mengena Ha Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations
and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning
Acquisition of Nationality), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesshan Konvens Mengena Mis Khusus
(Convention on Spoecial Mission), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
'UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasd 1

Daam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hubungan Luar Negeri addah sdtigp kegiatan yang menyangkut aspek regiond dan
internasonal yang dilakukan olehn Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-
lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisas politik, organisss masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

2. Politik Luar Negeri addah kebijakan, skap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesa
yang diambil ddam meakukan hubungan dengan negara lain, organisas internasiond, dan
subyek hukum internasond lannya ddam rangka menghadgpi masdah internasond guna
mencapai tujuan nasond.

3. Pejanjian Internasiond addah perjanjian ddam bentuk dan sebutan gpapun, yang diatur oleh
hukum internasona dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesa dengan
siu aau lebih negara, organisss  internasonal atau subyek hukum internasiond  lainnya,
serta menimbulkan hak dan kewgiban pada Pemerintah Republik Indonesa yang bersfat
hukum publik.

4. Menteri addah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik
luar negeri.

5. Organisas Internasiona adalah organisas antar pemerintah.

Pasal 2
Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Hduan Negara

Pesal 3
Palitik Luar Negeri menganut pringp bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasiond.

Pasal 4
Politik Luar Negeri dilaksanakan mddui diplomas yang kreatif, aktif, dan antigpatif, tidek
sekedar rutin dan resktif, teguh daam pringp dan pendirian, serta rasond dan luwes ddam
pendekatan.

BAB II
PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI

Pasa 5
(1) Hubungan Luar Negeri disdenggarakan sesua dengan Politik Luar Negeri, peraturan
perundang-undangan nasiond dan hukum serta kebiasaan internasiond.
(2) Ketentuan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) berlaku bagi semua penyeenggara
Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 6

(1) Kewenangan penyeenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri
Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam ha menyatakan
perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presden dgpat meimpahkan kewenangan penydenggaraan Hubungan Luar Negeri dan
pel aksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

(3) Menteri  dgpat mengambil  langkahrlangkah yang dipandang perlu  demi  dipauhinya
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 5.

Pasa 7
(1) Presden dapat menunjuk peabat negara sdain Menteri Luar Negeri, pgabat pemerintah,
atau orang lain untuk menye enggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.



(2) Ddam mdaksanakan tugasnya, pgabat negaa sdan Menteri Luar Negeri, pejabat
pemerintah, atau orang lain sebagamana dimaksud ddam ayat (1) meakukan konsultas dan
koordinas dengan Menteri.

Pasal 8

(1) Menteri, aas usul pimpinan depatemen aau lembaga pemerintah nondepartemen, dapat
mengangkat pegabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk ditempatkan
pada Perwakilan Republik Indonesa guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang
wewenang departemen atau lembaga tersebut.

(2) Pgabat sebagamana dimaksud dadam ayat (1) secara operasond dan  adminigratif
merupakan bagian yang tidak terpisshkan dari Perwakilan Republik Indonesia serta tunduk
pada peraturan-peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik Indonesiadi luar negeri.

Pasa 9
(1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik aau konsuler dengan negara lan sata
masuk ke ddam atau keduar dari keanggotaan organises internasond ditetapkan oleh
Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pembukaan dan penutupan kantor perwekilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau
kantor perwakilan pada organisas intemasiond ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasa 10
Pengiriman pasukan aau mis pemeiharaan perdamaan ditetgpkan oleh Presden dengan
memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 11
(1) Ddam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan,
lembaga persahabatan, badan promos, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar
negeri.
(2) Pendirian lembaga dan atau badan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) hanya dapat
dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.

Pasal 12
(1) Ddam ussha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dgpat juga didirikan lembaga
persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama adng lain di
Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama asing
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB Il
PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERJANJAN INTERNASIONAL

Pasal 13
Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang
mempunya  rencana untuk membua  perjanjjan  internesond, terlebih  dahulu  meakukan
konsultas mengenal rencana tersebut dengan Menteri.

Pasa 14
Pgabat lembaga pemerintah, bak depatemen maupun nondepatemen, yang akan
menandatangani  perjanjian internasond  yang dibuat antara Pemerintah Republik  Indonesa
dengan Pemeintah negara lain, organisas  internasond, aau subyek hukum  internasiond
lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri.

Pasd 15
Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasiond  diatur dengan undang-
undang tersendiri.



BAB IV
KEKEBALAN, HAK ISTIMEWA, DAN PEMBEBASAN

Pasal 16
Pemberian kekebdan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewgjiban tertentu kepada perwakilan
diplomatik dan konsuler, mis khusus, pewskilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan
badan-badan khusus Perserikatan BangsaBangsa, dan  organised  internasond  lainnya,
dilakukan sesua dengan peraturan perundang-undangan nasona sarta hukum dan kebiasaan
internasiond.

Pasa 17
(1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemerintah Republik Indonesa dapat memberikan
pembebasan dari kewgjiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan dalam Pasa
16.
(2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) dilaksanakan berdasar pada
peraturan perundang- undangan nasond.

BABV
PERLINDUNGAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 18
(1) Pemerintah Republik Indonesa mdindungi kepentingan warga negara aau badan hukum
Indonesa yang menghadapi permasdahan hukum dengan pewsakilan negara asing di
Indonesia.
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) dilakukan sesua  dengan
ketentuan hukum dan kebiasaan internasiond.

Pasal 19
Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :
a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;
b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan
hukum Indonesa di luar negeri, sesua dengan peraturan perundang-undangan nasiona sarta
hukum dan kebiasaan internasiond.

Pasal 20
Ddam hd terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar
negeri, Perwakilan Republik Indonesa berkewgiban membantu menyeesaikannya berdasarkan
asas musyawarah atau sesual dengan hukum yang berlaku.

Pasa 21
Ddam hd warga negara Indonesa terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesa
berkewgiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang
aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Pasal 22
Daam hd terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri
aau pgabat lan yang ditunjuk olen Presden, mengkoordinaskan usaha untuk mengamankan
dan melindungi kepentingan nasiond, termasuk warga negara Indonesia.

Pasal 23
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 21 dan Pasd 22 dilakukan medui
kerja sama dengan pemerintah sgtempat a@au negara lan atau organisas internasiond  yang
terkait.



Pasa 24

(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewsgjiban untuk mencatat keberadsan dan membuat surat
Keterangan mengenai  kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara
Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya

(2) Ddam had perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya
dapat dilakukan gpabila kedua hd itu telah dilakukan sesua dengan ketentuan hukum yang
berlaku di tempat wilayah kerja Pewakilan Republik Indonesa yang bersangkutan,
segpanjang hukum  dan  ketentuantketentuan asing tersebut tidak bertentangan  dengan
peraturan perundang-undangan Indonesia

BAB VI
PEMBERIAN SUAKA DAN MASALAH PENGUNGS

Pasal 25
(1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presden dengan
memperhatikan pertimbangan Menteri.
(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Presden.

Pasal 26
Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesua dengan peraturan  perundang-
undangannasiona serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasond.

Pasal 27
(1) Presden menetgpkan kebijakan masdah pengungs dari luar negeri dengan memperhatikan
pertimbangan Menteri.
(2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Presiden.

BAB VII
APARATUR HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 28
(1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum  pemerintahan dan  pembangunan  daam
bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.
(2) Koordines daam penydenggaraan Hubungan Luar Negeri dari pelaksanaan Politik Luar
Negeri disdenggarakan oleh Menteri.

Pasd 29

(1) Duta Besar Luar Biasadan Berkuasa Penuh addah pegabat negara yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden sdaku Kepala Negara.

(2) Duta Besr Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mewakili negara dan bangsa Indonesa dan
menjadi wakil pribadi Presden Republik Indonesa di suatu negara atau pada Suatu
organisad internasiond.

(3) Duta Besr Lua Biasa dan Berkuasa Penuh yang tdah menydesakan masa tugasnya
mendapat hak keuangan dan adminidratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30
(1) Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presden dapat mengangkat Pejabat
lain setingkat Duta Besar.
(2) Pgabat sebagaimana dimaksud daam ayat (1) diangkat dengan K eputusan Presiden.

Pasal 31
(1) Pgabat Dinas Luar Negeri addah Pegawa Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan
latihan khusus untuk bertugas di Depatemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik
Indonesia



(2) Ketentuan mengenal  pendidiken dan latihan Pgabat Dinas Luar Negeri sebagamana
dimaksud ddam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasa 32
(1) Pegabat Dinas Luar Negeri addah Pgabat Fungsond Diplomat.
(2) Pgabat Fungsond Diplomat dapat memegang jabatan strukturd.
(3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Pgabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan
Menteri.
(4) Hak dan kewgjiban Pgjabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33
Jenjang kepangkatan dan gelar Pgabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan
Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34
Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesa diatur
dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII
PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SURAT KEPERCAYAAN

Pasal 35
(1) Presden memberikan Surat Kepercayaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisas internasiond.
(2) Presden menerima Surat Kepercayaan dari kepada negara asng bagi pengangkatan Duta
Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh negara tersebut untuk Indonesia

Pasal 36
(1) Ddam hd seseorang ditunjuk untuk mewekili Negara Republik Indonesia pada suatu upacara
tetentu di luar negeri, jika disyarakan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat
K epercayaan yang ditandatangani oleh Presiden.
(2) Ddam hd seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesa daam suatu
konferens internasond, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat
Kepercayaan yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 37
(1) Presden menandatangani Surat Taulish bagi seorang Konsul Jenderd atau Konsul Republik
Indonesa yang diangkat guna medaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu
pada suatu negara asing.
(2) Presden menerima Surat Taulish seorang Konsul Jendera atau Konsul asing yang bertugas
di Indonesia serta mengeluarkan ekse kuatur untuk memulai tugasnya.

Pasal 38
(1) Presden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan aau
Konsul Kehormatan Republik Indonesa yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler
untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
(2) Presden menerima Surat Tauligh seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau  Konsul
Kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta menge uarkan eksekuatur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
Peraturan perundang-undangan mengenal aau berkaitan dengan Hubungan Luar Negeri yang
sudah ada pada ssat mula berlakunya undang-undang ini tetgp berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Undang-undang ini mula berlaku padatanggd diundangkan.

Agar sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini  dengen
penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

padatangga 14 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

padatangga 14 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBUK INDONESIA

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 156



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG
HUBUNGAN LUAR NEGERI

. UMUM
Dadam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasond, termasuk perlindungan
kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencekup kegiatan politik
dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran
lebih lanjut dari fdsafah Pancasla, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
serta Garis-garis Besar Hauan Negara.
Dasar pemikiran yang mdandas undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri addah bahwa
penydlenggaraan hubungan luar negeri dan pdaksanaan politik luar negeri  memerlukan
ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengaiur segda aspek yang menyangkut sarana dan
mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ddam dunia yang makin lama makin mgu sebaga akiba pesanya perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara globa, sarta meningkatnya interaks dan  interdependens
antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasiond yang diwarna
dengan kerja sama ddam berbaga bidang. Kemguan ddam pembangunan yang dicapa
Indonesa di berbaga bidang tdah menyebabkan makin meningkainya kegiatan Indonesa di
dunia internasond, bak dari pemerintah maupun swasta/perseorangan, membawa akibat perlu
ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.
Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan  hubungan luar negeri dan  peaksnaan
politik luar negeri yang ada sebeum dibentuknya Undang-undang ini baru mengatur bebergpa
agpek sga dari penydenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri serta
belum secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu produk hukum
yang kua yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi penydenggaraan hubungan
luar negeri dan peaksanaan politik luar negeri, termasuk Koordinas antaringans  pemerintah
dan antarunit yang ada di Departemen Luar Negeri.

Dadam penydenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesa

terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan intemasona, yang merupakan dasar bagi

pergaulan dan hubungan antarmegara. Oleh karena itu Undang-undang tentang Hubungan Luar

Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesa tdah meratififkes Konvers Wina 1961

tentang Hubungan Diplomatik, Konvens Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvens

tentang Mis Khusus, New Y ork 1969.

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan peaksanaan dari ketentuan dasar

yang tercantum di ddam Pembukaan dan Baang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan

Ketetapan-ketetgpan Mgdis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar

negeri. Undang-undang ini mengatur segda aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan

pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan
kepada warga negara Indonesia di luarnegeri dan gparatur hubungan luar negeri.

Pokok-pokok materi yang diatur di dalam Undang-undang ini addah :

a. Penydenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana
dan mekanisme peaksanaannya, koordinas di pusat dan perwakilan, wewenang dan
pdimpahan  wewenang ddam penydenggaraan hubungan luar negeri dan peaksanaan
politik luar negeri.

b. Ketentuan-ketentuan yang bersfat pokok mengena pembuatan dan pengesahan perjanjian
intemasiona, yang pengaturannya secara  lebih  rinc, termasuk  kriteria  perjanjian
internasona  yang pengesshannya memerlukan persatujuan Dewan  Perwakilan  Rakya,
ditetgpkan dengan  undang-undang tersendiri.

c. Pelindungan kepada warga negara Indonesia, termaslk pemberian bantuan dan penyuluhan
hukum, serta pelayanan konsuler.

d. Apaaur hubungan luar negeri.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri melibatkan berbaga

lembaga negara dan lembaga pemerintah beserta perangkainya Agar tercapa hesl  yang



maeksma, diperlukan adanya koordinas antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan
Depatemen Luar Negeri. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-
undangan yang mengaiur secara jelas serta menjamin kepastian  hukum  penydenggaraan
hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yang diatur ddam Undang-undang
tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi
penyelenggaraan  hubungan luar negeri dan peaksanaan politik luar negeri, serta merupakan
penyempurnaan  terhadap  peraturanperaturan  yang ada mengena  bebergpa  aspek
penydenggaraan hubungan luar negeri dan pel aksanaan politik luar negeri.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasd 1

Cukup jelas

Pasd 2

Pdaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia harudah merupakan pencerminan ideologi
bangsa Pancasila sebega  ideologi  bangsa Indonesa merupakan landasan idiil  yang
mempengaruhi dan menjiwal politik luar negeri Republik Indonesia

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar; yaitu Undang-
Undang Dasar 1945 sebagal landasan kongtitusond yang tidek lepas dari tujuan nasional bangsa
Indonesia sebagaimana termeaktub di daam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinea
keempat.

Gaiis-garis Besar Hauan Negara addah landasan operasond politik luar negeri  Republik
Indonesia, yakni suatu landasan peleksanaan yang menegaskan dasar, dfat, dan pedoman
perjuangan untuk mencapal tujuan nasond bangsa Indonesg;

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesa tidek dapat dipisshkan dari  konseps
Ketahanan Nasond. Ketahanan Nasonad addah kondis kehidupan bangsa Indonesa
berdasarkan Wawasan Nusantara ddam rangka mewujudkan daya tangka dan daya tahan untuk
dapat mengadakan interaks dengan lingkungan pada suatu wektu sedemikian rupa, sehingga
dgpa menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesa untuk
mencagpal  tujuan nasiona, yakni suatu masyarekat adil dan makmur dadam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "bebas aktif* addah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan
merupakan politik netrd, mdankan politik luar negeri yang bebas menentukan skap dan
kebijaksanaan terhadap permasdahan intemasiond dan tidek mengikatkan diri secara apriori
pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, bak daam bentuk
pemikiran maupun patispas &ktif ddam menyeesakan konflik, sengketa dan permasdahan
dunia lannya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosdl.

Yang dimaksud dengan digbdikan untuk "kepentingan nasond" addah politik luar negeri yang
dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nedond sebagamana terscbut di ddam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pesd 4

Diplomas sebagamana dimaksud ddam pasd ini menggambarkan jati diri diplomas Indonesa
Diplomas yang tidek sekedar bergfat -rutin”, dgpat menempuh cara-cara "nonkonvensond",
cara-cara yang tidak terlau terikat pada kelaziman protokoler ataupun tuges rutin belaka, tanpa
mengabaikan norma-norma dasar ddam tata krama diplomas intemasiond.

Diplomas yang dibekdi keteguhan daam prindp dan pendirian, ketegasan ddam skap,
kegighan ddam upaya namun luwes dan rasond ddam pendekatan, yang bersumber pada
kepercayaan diri sendiri.

Diplomas yang mencari keharmonisan, keedilan dan keserasan ddam hubungan antarnegara,
menjauhi skap konfrontas atau pun politik kekerasan/kekuasaan (power politics), menyumbang
penyelesaian berbaga konflik dan permasdahan di dunia, dengan memperbanyak kawan dan
mengurangi lavan.

Diplomas yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidek sekedar berskep
resktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antisipatif berperan dan berprakarsa.



Pasd 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2

Kdangan nonpemerintah yang dimeksud ddam ayat ini mencakup perseorangan dan organised
yang oleh Pesaikaan BangsaBangsa lazim dissbut dan dikategorikan sebagai  non
governmenta organization (NGO), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasd 6

Ayat (1)

Kewenangan Presiden sebagamana dimeksud ddam ayat ini, sepanjang yang menyangkut
pernyataan perang, pembuatan perdtimaian, dan perjanjian dilaksanakan dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat, sesua dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (2)

Agar Menteri dgpat membantu Presiden, kepada Menteri perlu dilimpahkan kewenangan
penyeenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri oleh Presiden.

Ketentuan ini sesua dengan fungs Menteri sebagal pembantu Presiden yang bertanggungjawab
di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pel aksanaan politik luar negeri.

Ayat (3)

Ddam penydenggaraan hubungan luar negeri mungkin terjadi tindekan-tindakan atau terdapat
keadaan-keadaan yang bertentangan atau tidek sesua dengan politik luar negeri, perundang-
undangan nasiond, sarta hukum dan kebiasaan internasiond. Tindekan dan keadaan demikian
harus dihindarkan. Oleh karena itu Menteri perlu mempunya wewenang untuk menanggulangi
terjadinya tindakan-tindakan atau terdagpatnya keadaankeadaan tersebut dengan mengambil
langkah+ langkah yang dipandang perlu.

Langkahlangkah yang dapat diambil olen Menteri Luar Negeri yang dimeksudkan ddam ayat
ini dapat bergfat preventif, seperti pemberian informas  tentang pokok-pokok  kebijakan
Pemerintah di bidang luar negeri, permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu,
dan sebagainya Langkahlangkah itu dapat juga bersfat represf, seperti peringatan kepada
pelaku hubungan luar negeri yang tindekannya bertentangan aau tidek sesua dengan kebijakan
polittk luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasiond ddam penyeenggaraan
hubungan luar negerinya, mencegah tindak lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh
pelaku hubungan luar negeri di Indonesia dengan mitra asingnya, mengusulkan kepada lembaga
negaa aau lembaga pemerinteh yang berwenang untuk melakukan tindakan adminigratif
kepada yang bersangkutan, dan sebagainya.

Pasd 7

Ayat (1)

Cukup jdlas

Ayat (2)

Konsultas dan koordinas dengan Menteri diperlukan untuk mencegah terjadinya implikes yang
bertentangan atau tidek sesuai dengan politik luar negeri Republik Indonesa dan kebijakan
pemerintah mengenal masaah masdah tertentu yang menyangkut hubungan luar negeri.

Pesal 8

Ayat (1)

Kemungkinan penempatan pgabat sebagamana dissbut ddam Pasd ini addah sesua dengan
Konvens Winamengena Hubungan Diplomatik, 1961.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasd 9

Ayat (1)

Pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud daam ayat ini mencakup
pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler.

Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler sebagamana dimaksud daam ayat ini mencakup
penghentian untuk sementara kegiatan diplomatik atau konsuler dengan atau di negara yang
bersangkutan.

Pembukaan atau pembukaan kembai hubungan diplomatik atau konsuler dilakukan menurut tata
carayang lazim dianut dalam praktek internasiond.

Aya (2)



Cukup jelas

Pasal 10

Sebagal sumbangan pada upaya pemdiharaan perdamaian internasond, sgak 1956 Indonesa
telah berkdi-kdi mengirimkan pasukan atau mis pemdiharaan perdamaian, terutama ddam
rangka Perserikatan Bangsa-Bangsa Peran sata Indonesa ddam kegiaan internasond itu
sesua dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatekan antara lain bahwa
sdah sau tujuan Pemerintah Negara Indonesa addah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosd. Karena pengiriman pasukan
aau mis pemdihaaan perdamaian merupakan peaksanaan  politik  luar  negeri, ddam
mengambil keputusan, Presden memperhatikan petimbangan Menteri. Di samping itu karena
pelaksanaan pengiriman pasukan aau mid  perdamaian itu mdibatkan, berbaga lembaga
pemerintah, maka pengiriman pasukan aau mis perdamaan demikian ditetgpkan dengan
Keputusan Presiden.

Pasal 11

Aya (1)

"Lembagd' yang dimeksud ddam ayat ini addah organisss yang lazim menggunakan nama
"Lembagd’ dan yang betujuan meningkatkan sding pengertian dan mempererat  hubungan
antarbangsa, misanya " Lembaga Persahabatan” dan "L embaga K ebudayaan’.

"Badan Indonesd’ yang dimaksud dalam ayat ini adadah badan, dengan nama gpa pun, bak yang
dibentuk oleh Pemerintah maupun swadta, yang bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat
internasiond pada berbaga potens yang dimiliki Indonesia, misdnya di bidang investas dan
pariwisata

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasa 13

Cukup jelas

Pasal 14

Surat Kuasa (Full Powers) addah surat yang dikduarkan oleh Menteri atas nama Pemerintah
Republik Indonesa yang memberi kuasa kepada satu atau bebergpa orang yang mewakili
Pemerintah aau Negara Republik.Indonesa untuk menandatangani aau menerima  naskah
perjanjian  yang menyaekan persstujuan  Pemerintah  Negara Republik  Indonesia  untuk
mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasiond.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan kewsjiban tertentu hanya dapat diberikan kepada
pihak-pihak yang ditentukan oleh perjanjianperjanjian internasiond yang telah disahkan oleh
Indonesia atau sesual dengan peraturan perundang-undangan nasiond serta hukum dan kebiasaan
internasiond.

Pasal 17

Aya (1)

Pembebasan dari kewgjiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak dissbutkan dalan Pasd 16
hanya dapat diberikan oleh Pemerintah atas dasar kasus demi kasus, demi kepentingan nasiond,
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasond.

Yang dimaksud dengan "kewgiban tertentu” ddam Pasd ini antara lan pgak, bea masuk, dan
asurans sosd.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perwakilan negara asing' addah perwakilan diplomatik dan konsuler
asing beserta anggota- anggotanya.

Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwekilan asing
atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidahkaidah



hukum dan kebiasaan internasiond, antaralain dengan penggunaan sarana- sarana diplomatik.

Ddam ha sengketa, warga negara Indonesa dan badan hukum Indonesa yang bersangkutan,
pada indans pertama, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan
perlindungan. Ddam hd ini Depatemen Luar Negeri bekewgiban untuk memberikan
penyulunan atau nashat hukum kepada warga negara Indonesa aau badan hukum Indonesa
yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan  kebiasaan
internasiond.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

"Perlindungan dan bantuan hukum" sebagaimana disebut ddam Pasd ini termasuk pembeaan
terhadap warga negara atau badan hukum Indonesa yang menghadapi permasdahan, termasuk
perkaradi Pengadilan.

Pasal 20

Sdah sau fungs Perwakilan Republik Indonesa addah meindungi  kepentingan negara  dan
warga negaa Republik Indonesa yang berada di negara akrediteas. Namun pemberian
perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesa yang bersangkutan
ddam baasbaas yang diperbolehkan olen hukum dan kebiassan internasond. Ddam
pemberian perlindungan itu, Perwakilan Republik Indonesa mengindahkan ketentuan-ketentuan
hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan ddam masdahmasaah hukum, bak
yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan
ddam bentuk pemberian pertimbangan dan nashat hukum kepada yang bersangkutan ddam
upaya penyel esaian sengketa secara kekel uargaan.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "bahaya nyata' dapat berupa antara lain bencana dam, invas, perang
saudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai
ancaman terhadap kesdamatan umum.

Usdha pemulangan warga negara Indonesa di negara yang dilanda bahaya nyata tersebut
dilakukan secara terkoordinas.

Upaya-upaya sebagaimana dimaksud daam Pasd ini akan dilakukan oleh Perwakilan Republik
Indonesa yang bersangkutan sepaniang  kondis-kondis  untuk  dapat  meaksanakannya
memungkinkan, seperti keamanan, kesdamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata
terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan
sebagainya.

Pasal 22 dan Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Surat-surat yang dapat dikdluarkan tersebut antara lain akta kedlahiran, buku nikah yang memuat
pula di ddamnya kutipan akta perkawinan, keterangan tentang perceraian, kematian, dan ha-hd
lan yang menyangkut masdah konsuler, misdnya legdisas dokumen-dokumen, clearance, dan
sebagainya.

Ayat (2)

Daam hd perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pemberian surat keterangan hanya dapat
dilakukan bilamana perkawinan dan percerdan itu tdah dilakukan menurut hukum di negara
tempat perkawinan dan perceraian itu dilangsungkan dan sgpanjang hukum dan  ketentuan+
ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia yang
mengatur hd ini.

Pasal 25

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Aya (1)



Pada dasarnya masdah yang dihadapi oleh pengungs addah masdah kemanusiaan, sehingga
penanganannya dilakukan dengan sgauh mungkin menghindarkan terganggunya hubungan bak
antara Indonesia dan negara asal pengungs itu.

Indonesa memberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang daam upaya mencari
penyedesaian masdah pengungs itu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2

Koordinas yang pelaksanaannya menjadi tugas Departemen Luar Negeri merupakan sarana
untuk menjamin kesatuan skgp dan tindek daam penydenggaraan hubungan luar negeri dan
pel aksanaan politik luar negeri.

Pasal 29

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

"Hak keuangan dan adminidretif* yang dimeksudkan dalam ayat ini addah hek pensun sebega
pgabat negara bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah, menydesaikan
tugasnya, ;termasuk janda, duda, dan anaknya

Pasal 30

Ayat (1)

Merupakan praktek yang dianut oleh banyak negara untuk mengangkat seseorang dengan gelar
Duta Besar guna menangani masalah tertentu dalam hubungan luar negeri.

Pangangkatan pgabat setingkat Duta Besar yang antara lan Duta Besar Kdliling dilakukan
karena sangat peritingnya masdah yang bersangkutan. Gelar Duta Besar itu diberikan untuk
memudahkan hubungan yang bersangkutan dengan pihak-pihak di negara lain aau, di organises
internasona padatingkat yang setinggi mungkin.

"Bidang khusus' sebagaimana dimaksud daam ayat ini menyangkut antara lain bidang Kedautan,
Getakan Non Blok (GNB), dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pgabat Dinas Luar Negeri diberi satus "Pgabat Fungsond" dan dissbut "Pegabat Fungsond
Diplomat" sebagal pengakuan aas pengetahuan dan kemampuankhusus yang mereka miliki di
bidang diplomes. Diplomas sebaga cabang profes mempunya sfa khusus yang memerlukan
pengetahuan dan pengdaman khusus pula, terutama yang menyangkut hubungan luar negeri.

Ayat (2)

Jka diperlukan, maka Pgabat Fungsona Diplomat dapat memegang jabatan struktura, baik di
Pusst maupun di Perwakilan Republik Indonesia, tanpa menanggdkan datus dan hak-haknya
sebagal Pgjabat Fungsiond Diplomat.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Sesua  ketentuan Kongres Wina, 1815, Kongres Aken, 1818, Konvens Wina mengend
Hubungan Diplomatlk, 1961, dan praktek internasiona, jenjang kepangkatan dan gdar
diplomatik tersebut adalah sebagai berikut :

Duta Besar;

Miniger;

Minister Counsdllor;

Counsdlor;

Sekretaris Pertama;

aghhowbdE



6. Sekretaris Kedua;

7. Sekretaris Ketiga;

8. Atase

Jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik, termasuk penggunaan gelar Duta Besar diatur dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasa 35

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jdlas

Pasal 36

Aya (1)

Surat Kepercayaan (credentials) untuk menghediri perisiwa tertentu di luar negeri  seperti
upacara-upacara kenegaraan, pelantikan Kepada Negara, upacara pemakaman, dan lain-lan
ditandatangani oleh Presiden.

Ayat (2)

Ketentuan aya ini sesual dengan praktek intemasiona dimana Surat Kepercayaan ditandatangani
oleh Menteri.

Pasal 37

Aya (1)

SuratTauliah, yang ddam bahasa asng dissbut letter of commission, addah surat yang
menetgpkan gdar dan wilayah kerja seorang konsul, yang dikduarkan oleh pemerintah negara
yang mengangkatnya dan disampaikan kepada pemerintah negara tempat konsul itu bertugas.

SAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39 dan Pasal 40

Cukup jelas
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